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DPRD Kalsel Dorong Kelanjutan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – 

Pulau Laut 

 

 
Sumber gambar: 

https://dutatv.com/dprd-kalsel-dorong-kelanjutan-pembangunan-jembatan-pulau-kalimantan-pulau-

laut/ 

 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani 

Helmi,  menyatakan dukungan pembangunan lanjutan Jembatan Pulau Kalimantan. 

Hal itu ia sampaikan pada RDP bersama Sekdaprov Kalsel serta beberapa Kepala 

SKPD di lingkungan Provinsi Kalsel. 

Anggota Dewan Dapil Tanah Bumbu dan Kotabaru ini menilai pembangunan 

tersebut penting untuk dilanjutkan, mengingat keberadaannya memberikan peranan bagi 

kemajuan dalam upaya pemerataan di berbagai sektor. 

Pria yang akrab disapa Paman Yani itu menyatakan kehadiran jembatan 

penghubungan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut 

akan berdampak baik terhadap perekonomian warga setempat. 

“Masyarakat di dua kabupaten itu memang sangat membutuhkan jembatan 

penghubung ini,” ucapnya. 

Dikesempatan itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) VI meliputi 

Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu ini mengungkapkan rapat pertemuan ini penting 

sekali dilaksanakan karena kita menginginkan satu suara satu kata satu perbuatan untuk 

melanjutkan pembangunan jembatan Kalimantan yang menghubung Pulau Laut 

Kabupaten Kotabaru. 

Pembangunan jembatan penghubung ini lanjut dia, sudah dimulai di era 

kepemimpinan Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin. 
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“Pembangunan jembatan penghubung ini sudah ada sebelum tahun 2015, karena 

ada suatu alasan atau ada kesulitan sehingga terhenti di tahun 2018, namun di tahun 2023 

ini kita akan konsistenkan melanjutkan pembangunannya,” kata dia. 

Politisi Golkar ini menuturkan tujuan digelarnya rapat tindak lanjut ini supaya 

antara Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu serta Pemerintah Provinsi 

Kalsel tercapai satu kata, satu suara bahwa pembangunan ini terus kita laksanakan. 

“Tentu saja DPRD Provinsi Kalsel sangat mendukung,” tegasnya. 

Dikatakan Paman Yani, harapan masyarakat dari dua buah kabupaten ini memang 

sangat membutuhkan jembatan penghubung ini, karena selain kita melihat daerah 

kawasan ekonomi khusus, seperti di Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru juga kita melihat 

ada kawasan industri di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. 

“Hal ini selaras juga dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur,” imbuhnya. 

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali 

Anwar, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kabupaten 

Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani dan beberapa Kepala SKPD lingkup Pemprov 

Kalsel beserta jajarannya. 

 

Sumber berita: 

1. https://dutatv.com/dprd-kalsel-dorong-kelanjutan-pembangunan-jembatan-pulau-

kalimantan-pulau-laut/, 1 September 2023.  

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/31/lama-terbengkalai-dprd-kalsel-

dukung-lanjutan-pembangunan-jembatan-pulau-kalimantan, 31 Agiustus 2023. 

3. https://koranpelita.com/2023/09/01/paman-yani-harapkan-kelanjutan-pembangunan-

jembatan-penghubung-kalimantan-pulau-laut-kotabaru-dprd-kalsel-sangat-

mendukung/, 1 September 2023. 
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Catatan: 

Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


